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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  

     NOMOR  10 TAHUN 2012 

  

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KUTAI TIMUR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 

dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3439); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3839); 

                                      4.Undang- ... 
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     

Nomor 118 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009     

Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

9. Undang- ... 
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9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009   

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 5025 ); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5078); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31    

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;  

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 

                                                                 16.Peraturan ... 

 



 

 

 

- 4 - 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia    

Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, 

Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, 

Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 

tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2    

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

dan  

BUPATI KUTAI TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 

                                                                                                               Bab … 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah  adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur.  

4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Badan, Dinas/Kantor di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

kelestarian lingkungan. 

7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan 

(IMB)  oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 

badan termasuk merubah bangunan 

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang 

diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan oleh 

Bupati atau Pejabat  yang ditunjuk. 

                                                                   9.Bangunan … 
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9. Bangunan adalah Kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakan atau dilekatkan atau melayang dalam suatu 

lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya diatas 

atau dibawah permukan tanah dan atau perairan yang 

berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung. 

10. Bangunan baja adalah bangunan yang struktur rangkanya 

mengunakan baja seluruhnya atau sebagian. 

11. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari 

segi kontruksi dan umur bangunan lebih dari 15 tahun. 

12. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau 

dari segi  kontruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 

5 tahun sampai dengan 15 tahun. 

13. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang 

ditinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan 

dinyatakan kurang dari 5 tahun. 

14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan 

bangunan seluruhnya atau sebagian  termasuk pekerjaan 

menggali, menimbun atau meratakan tanah  yang 

berhubungan dengan pekerjaan  mengadakan bangunan. 

15. Merubah bangunan  adalah pekerjaan mengganti dan 

menambah bangunan  yang ada termasuk pekerjaan 

membongkar  yang berhubungan dengan pekerjaan 

mengganti bagian bangunan tersebut. 

16. Pemegang Izin adalah pemegang izin baik orang pribadi 

maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat 

izin. 

17. Jalan Arteri/Utama adalan Jalan Penghubung dan Poros.  

18. Jalan Kolektor/Sekunder adalah Jalan yang 

menghubungkan Jalan Utama dengan Jalan Lingkungan. 

                                                                         19.jalan ... 
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19. Jalan Lingkungan/lokal adalah Jalan yang berada 

dilingkungan pemukiman penduduk.  

20. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun untuk 

kepentingan pihak tertentu atas biaya sendiri.  

21. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan atau 

perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang 

yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan 

jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai 

asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal 

tetap maupun tidak berjadwal. 

23. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang 

yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan 

teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal. 

24. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan 

kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan 

kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam 

batas wilayah Kabupaten Kutai Timur. 

25. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung 

ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara 

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 

menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses  

dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara 

pengenceran minuman mengandung ethanol. 

                                                                       26.Usaha … 
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26. Usaha Perikanan adalah Kegiatan yang dilaksanakan 

dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, 

produksi, pengolahan, dan pemasaran. 

27. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan untuk 

kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan 

28. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan 

berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT). 

29. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata 

pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

30. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di 

Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 

gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang 

telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

31. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di 

Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 

gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang 

telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

32. Luas Tempat Usaha adalah luas lahan dan bangunan yang 

digunakan untuk kegiatan/usaha. 

                                                                 33.Gangguan … 
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33. Gangguan Besar adalah lokasi usaha tidak sesuai dengan 

lingkungan sekitarnya, memiliki dampak negatif sosial dan 

lingkungan yang tinggi.  

34. Gangguan Menengah adalah lokasi usaha sesuai dengan 

lingkungan sekitarnya, memiliki dampak negatif sosial dan 

lingkungan yang sedang.  

35. Gangguan Kecil adalah lokasi usaha sesuai dengan 

lingkungan sekitarnya, memiliki dampak negatif sosial dan 

lingkungan yang rendah. 

36. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas 

(PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 

politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap dan bentuk badan lainnya. 

37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah.  

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan 

besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

                                                                        40.Surat … 

 

 

 

 



 

 

 

- 10 - 

 

40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain 

yang ditetapkan oleh Bupati. 

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang 

terutang. 

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib 

Retribusi. 

44. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 

adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh 

lantai dasar bangunan gedung umum dan luas 

lahan/tanah, persil/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 

lingkungan. 

45. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 

adalah angka presentase perbadingan antara luas seluruh 

lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah 

persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

                                                                  47.Koefisien … 
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46. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat 

KKB adalah angka yang menunjukan perbandingan antara 

jumlah luas. 

47. Koefisien Tapak Basement adalah angka persentase 

perbandingan luas tapak basement dengan luas 

lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang 

ada. 

48. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut 

insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam 

melaksanakan pungutan Retribusi. 

49. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur 

berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi 

Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

50. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS 

yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik tindak 

pidana Kabupaten Kutai Timur yang mengumpulkan bukti 

yang membuat terang tindak  pidana. 

                                                                                   Bab II …  
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BAB II 

JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI 

Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

b. Retribusi Izin Gangguan; 

c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

(2) Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 

digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

BAB III 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Pasal 3 

 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut 

retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan.  

 

Pasal 4 

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

                                                                 (2)Pemberian ... 
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(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 

tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 

bangunan (KKB), koefesien posisi bangunan (KPB) dan 

pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi 

pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan 

bagi yang menempati bangunan tersebut. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah 

Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

  

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang 

didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah 

tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. 

                                                                        (2)Faktor … 
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(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 

bobot (koefisien). 

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan di dalam LAMPIRAN I. 

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian 

koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 7 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan didasarkan pada perhitungan dengan rumus yang 

ditetapkan dalam LAMPIRAN I 

 

Bagian kedua 

Retribusi Izin Gangguan 

Pasal 8 

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas 

pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat 

menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.  

 

Pasal 9 

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang 

dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian  dan/atau 

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha terus menerus untuk mencegah terjadinya 

gangguan ketertiban,keselamatan, atau kesehatan umum, 

memelihara ketertiban lingkungan, memenuhi norma 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

                                                                         (2)Tidak … 
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(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 10 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian 

antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks 

gangguan. 

(2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai 

jumlah luas setiap lantai. 

(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan didalam LAMPIRAN II. 

 

      Pasal 12 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan 

dalam LAMPIRAN II berdasarkan perhitungan dengan rumus 

sebagai berikut:  

Contoh: … 
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Contoh: 

RIG = IG x IL x  LTU x  TL 

Keterangan: 

RIG = Retribusi Izin Gangguan 

IG = Indeks Gangguan 

IL = Indeks Lokasi 

LTU = Luas Tempat Usaha 

TL = Tarif Lingkungan   

  

Bagian Ketiga  

Retribusi Izin Tempat Penjualan  

Minuman Beralkohol 

Pasal 13 

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk 

melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat 

tertentu. 

 

Pasal 14 

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 

beralkohol di suatu tempat tertentu. 

 

Pasal 15 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari 

Pemerintah Daerah.  

                                                                                                            Pasal … 
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Pasal 16 

(1) Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman 

beralkohol diukur berdasarkan tempat penjualan minuman 

beralkohol. 

(2) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Golongan A, kadar alkohol (1-5 %); 

b. Golongan B, kadar alkohol (5-20%); 

c. Golongan C (>20%). 

 

Pasal 17 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol ditetapkan didalam LAMPIRAN III. 

 

Bagian Keempat 

Retribusi Izin Trayek 

Pasal 18 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas 

pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

 

Pasal 19 

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk 

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 

suatu atau beberapa trayek tertentu. 

                                                                                    Pasal … 
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Pasal 20 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 21 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang 

diberikan dan jenis angkutan umum penumpang serta 

kapasitas tempat duduk angkutan. 

Pasal 22 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan 

dalam LAMPIRAN IV. 

 

  Bagian Kelima 

Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Pasal 23 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi 

atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan 

usaha penangkapan pembudidayaan  ikan. 

Pasal 24 

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian 

izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan 

kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

(2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah: 

a. Nelayan kecil; 

b. Pembudidaya Ikan kecil. 

                                                                        Pasal … 
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Pasal 25 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 26 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, 

jenis alat tangkap, luas areal pembudidayaan ikan dan jangka 

waktu. 

Pasal 27 

Struktur dan besaran tarIf Retribusi izin Usaha Perikanan 

ditetapkan dalam LAMPIRAN V. 

 

BAB IV 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  

DAN BESARNYA TARIF 

 RETRIBUSI 

Pasal  28 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian 

izin tersebut. 

                                                                               Bab ... 
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BAB  V 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal  29 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten 

Kutai Timur. 

 

BAB  VI 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 30 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

Dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, 

dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang 

berlaku. 

 

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disetorkan secara bruto ke Kas daerah. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal  31 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan 

secara tunai/lunas. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 

(lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

                                                                       (3)Setiap … 
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(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti 

pembayaran. 

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran. 

(5) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum 

atau ditempat yang ditunjuk. 

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang 

ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari 

kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. 

  

Pasal  32 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi 

pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi 

dapat mengajukan permohonan pembayaran secara 

angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi 

sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib 

retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan 

pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

BAB  VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 Pasal  33 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan 

menggunakan STRD. 

                                                                                                                   Bab … 
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BAB  VIII 

PENAGIHAN 

Pasal  34 

(1) Surat Peringatan/Surat Teguran merupakan awal tindakan 

pelaksanaan penagihan Retribusi. 

(2) Penerbitan Surat Peringatan dilakukan segera setelah 7 

(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud 

dalam SKRD,  dan STRD. 

(3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam SKRD, dan STRD. 

(4) Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran, 

Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(5) STRD dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan 

bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan Retribusi 

menurut Peraturan Daerah ini. 

(7) Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Peringatan/Surat 

Teguran diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB  IX 

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal  35 

(1) Bupati dapat    memberikan   keringanan,   pengurangan 

dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi. 

                                                                        (2)Dasar … 
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(2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan 

Wajib retribusi. 

(3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mempertimbangkan fungsi obyek retribusi. 

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB X 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal  36 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika 

wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang 

retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat 

teguran tersebut.                                        

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 

                                                                 (5)Pengakuan … 
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(5)  Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

wajib retribusi. 

 

Pasal  37 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal  38 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat 

diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Tatacara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diatur sesuai Perundang-undangan. 

                                                                                        (4)Ketentuan … 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XII 

PEMANFAATAN RETRIBUSI 

Pasal 39 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 

yang bersangkutan.  

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 40 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.                                  

                                                                                Bab … 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal  41 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah   Daerah   retribusi   daerah   diberi   wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang 

berwenang wsesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi;     

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan 

dengan tidak pidana di bidang Retribusi; 

                                                              e.melakukan ... 
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa. 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana di Bidang Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

                                                                                                                Bab .,. 
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BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal  42 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan negara. 

(3) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bukan merupakan penghapusan atau pengurangan 

retribusi terutang. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.     

 

BAB  XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  43 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi mengenai 

jenis Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan 

Daerah yang masih bersangkutan masih dapat ditagih selama 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

                                                                                                             Bab … 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah yang mengacu pada Undang Undang Nomor 34      

Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 

Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal  45 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

                             Pasal 46 

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 

Daerah ini diundangkan 

Pasal  47 

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                        

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

 

Ditetapkan di Sangatta 

Pada tanggal 17 Oktober 2012          Ditetapkan di Sangatta          pada tanggal                                

BUPATI KUTAI TIMUR, 

 

 ttd 
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